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IMPLEMENTASI KEBIIAKAN PERATURAN PEMERINTAH

NO. 58 TAHUN 2OO5 TENTANG PENGETOIITAN KEUANGAN DAERAH

TERHADAP PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH

DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAEMH Kota Bandung
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Rosrranv Et-svr

ABSTRAK

J-;alam pengelolaan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

I-fmasih terdapat bebempa permasalahan seperti halnya dalam penerimaan BPHTB di

Dinas Pendapatan Kota Bandung . Disini pajak merupakan pendapatan Kota Bandung yang

sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang di canangkan Pemerintah Daerah Kota

Bandung . Mengingat penerimaan BPHTB di Kota Bandung merupakan salah satu Pajak yang

sangat potensial, dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah dan

atau bangunan. Maka Kontribusi BPHTB merUpakan sumber PAD yang sangat diperlukan

pemerintah dalam menunjang pembangunan. Kondisi ini masih banyak wajib pajak yang tidak

melengkapi berkas pengajuan permohonan pengurangan BPHTB dengan lengkap. penelitian ini
menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, yang menghasilkan data kualitatif dalam bentuk

kategorisasi, karakteristik berwujud kata'kata atau tulisar/ucapan dan perilaku subjek yang

diamati (Riduwan, 2002 : 5) dengan mengandalkan human instrument dalam mengakumulasi

data empirik melalui wawancara yang mendalarn (in depth intewiew), dan selanjutnya dilakukan

analisis induktif untuk dideskipsikan guna memperoleh deskipsi faktual yang utuh, yang

menjelaskan proses implementatif dan basilnya, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan &
Taylor (1992 : 22) bahwa, "melalui pendekatan kualitatif diharaPkan mampu menghasilkan

suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat di amati dari sudut

individu, kelompok, masyarakat, dan/atau dikaji dari sudut pandang yang utuh, konfiehensif, dan

holistik". Pelaksanaan pemungutan BPHTB tersebut masih ada kendala yang dihadapi, misalnya

kendala yang berhubungan dengan wajib pajak, seperti ketidak tahuan wajib Pajak dan.kendala '

yang berhubungan perhitungan seperti perhitungan terhadap hibah wasiat yang diterima bersama.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, pengelolaan, BPHTB

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

lapisan masyarakat ikut serta dalam
pembangunan,

Dalam rangka mendukung terwuiudnya
good governance dalam penyelenggaman

pemerintahan, maka persoalan pengelolaan

keuangan negara dan daerah perlumendapat
perhatian yang seksama. Penjelasan

Umum Undang-undang Keuangan Negara

menyatakan bahwa pengelolaan keuangan

negara perlu diselenggarakan secara

profesional, terbuka, dan bertanggungjawab
sesuai dengan aturan pokok yang telah

emokrasi Ekonomi yang tersurat
dalam pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945 mempunyai tujuan
memberikan kemakmuran bagi semua

oran& sedangkan pembangunan

ekonomi harus dilandasi moral
kehidupan bangsa yang meniiwai'
Untuk itu diharapkan semua
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ditetapkan dalam UUD. Sesuai dengan
arnanat Pasal 23C UUD 1945, UU Keuangan
Negara perlu menjabarkan aturan pokok
yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas
umum yang meliputi baik asas-asas yang
telah lama dikenal dalam pengelolaan
keuangan negara, seperti asas tahunan,
asas universalitas, asas kesatuan, dan asas
spesialitas maupun asas-asas baru sebagai
pencerminan best practices [penerapan
kaidah-kaidah yangbaik) dalam pengelolaan
keuangan negara, antara lain: akuntabilitas
berorientasi pada hasil, profesionalitas,
proporsionalitas, keterbukaan, dan
pemeriksaan keuangan oleh badan
pemeriksaan yang bebas dan mandiri.
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula
guna menjamin tercelenggaranya prinsip-
prinsip pemerintahan daerah sekaligus
dimaksudkan untuk memperkokoh
Iandasan pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Karena dalam rangka
upaya penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat, sebenarnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. Disini tujuan
utama dari penyelenggaraan otonomi
daerah yang telah dilaksanakan melalui
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik [public
service) dan memajukan perekonomian
daerah. kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yuridiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu
ienis kegiatan penerimaan berupa pajak
perolehan hakatas tanah dan bangunanyang
diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia

dalam rangka membiayai pengeluaran
pemerintah baik untuk menyelenggarakan
pemerintahan maupun pembangunan.
Menurut Undang-Undang Nomor Z8 Tahun
2009, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah paiak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya
hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Dalam Undang,Undang Nomor ZB
Tahun 2009 dikemukakan bahwa salah
satu pajak daerah yang dapat dipungut
oleh daerah, baik kabupaten/kota, yaitu
pajak BPHTB. Secara khusus pelaksanaan
pemungutan BPHTB diatur dalam suatu
peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah, maka pemerintah
daerah perlu mengoptimalkan penerimaan
Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan
[BPHTBJ. Keberhasilan Pemungutan dalam
penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), tidak terlepas dari
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
daerah, Operasionalisasi pemungutan pajak
BPHTB ini dapat dilihat pada realisasi
dari target yang ditetapkan mengenai
penerimaan pajak BPHTB tersebut,
khususnya pada BPHTB sendiri dari target
Rp 232 miliaq, terealisasi Rp 306,087 miliar
(L31,930/o). Sedangkan yang paling besar
selanjutnya

Berdasarkan data tersebut di atas
bahwa pada tahun 2011 dan 2012 pajak
BPHTB masih termasuk ke dalam pajak
pusat yang pemungutannya diserahkan
ke pada daerah namun demikian seluruh
penerimaan pajaknya diberikan kembali ke
pemerintah daerah melalui pola bagi hasil.
Berdasarkan pasal 23 UU No.20 tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa
hasil penerimaan Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan
penerimaan negara yang dibagi antara
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah

dengan pertimb angan 20Vo (dua puluh

persenJ untuk pemerintah pusat dan 80%

(delapan puluh persen) untuk pemerintah

daerah. Tahun 2011 Dinas Pendapatan Kota

Bandung tidak menetapkan target untuk
pajak BPHTB dikarenakan pada tahun 2011

paiak BPHTB ini baru dialihkan menjadi

pajak daerah. Namun, dari angka realisasi

dapat dilihat bahwa penerimaan BPHTB

menjadi lebih kecil dibandingkan dua tahun

sebelum meniadi pajak daerah.

Dalam upaya perwujudan pengelolaan

keuangan daerah yang baik, terdapat

pula tuntutan yang semakin aksentuatif

untuk mengakomodasi, menginkorporasi,

bahkan mengedepankan nilai-nilai good

governance. Beberapa nilai yang relevan

dan urgen untuk diperiuangkan adalah

antara lain transparansi, akuntabilitas,

serta partisipasi masyarakat dalam proses

pengelolaan keuangan dimaksud, di

samping nilai'nilai efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks yang lebih visioneq
pengelolaan keuangan daerah tidak saja

harus didasarkan pada prinsip-prinsip good

governance, tetapi harus diarahkan untuk

mewuiudkan nilai-nilai dimaksud. Pada

saat ini pemerintah daerah diharapkan

dapat meningkatkan Pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna

(efisien), berhasil guna (efektifl, bersih,

dan bertanggungjawab. Dengan demikian,
pemerintah daerah diharapkan dapat

segera mewujudkan good governance Wng
ternyata merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan dalam mencapai misi dan

tuiuan pemerintah daerah' Kebijakan yang

mengatur mengenai pengelolaan keuangan

daerah telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal

9 Desember 2005 dan menggantikan

Peraturan Pemerintah Nomor 105

Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungiawaban Keuruangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
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2005 ini kemudian ditidaklaniuti dengan

peraturan operasionalnya yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri (PMDNJ Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. PMDN Nomor 13 Tahun

2005 ini menggantikan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Terakhir PMDN Nomor 13 tahun 2006
juga telah direvisi dengan PMDN Nomor

59 tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Pada dasarnya buah

pikiran yang melatarbelakangi terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun

2005 ini adalah keinginan untuk mengelola

keuangan daerah secara ekonomis, efisien,

efektif, transparan, dan akuntabel. Tuiuan

dari kebiiakan pengelolaan keuangan

daerah ini diharapkan akan meningkatkan

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

pemerintahan daerah dalam mewujudkan

good governance.

Otonomi daerah menghendaki daerah

untuk berupaya secara optimal mencari

sumber pendapatan yang dapat membiayai

pengeluaran pemerintah daerah dalam

rangka Penyelenggaraan pemerintahan.

Kota baandung mempunyai salah satu misi

untuk mewujudkan otonomi daerah dalam

membangun kota yang tertata rapi, nyaman,

dan layak huni melalui pengelolaan,

pembangunan, sarana dan prasarana dalam

mendukung pembangunan ekonomi, sosial

dan manajemen tata ruang dari lingkungan.

Untuk mewuiudkan misi tersebut maka

unsur dana sangatlah dibutuhkan

dalam upaya mendukung kelancaran

pembangunan yang dicanangkan agar

berjalan dengan lancar. Dana tersebut

berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan sumbert lainnya, karena untuk

membiayai pembangunan tersebut tidak

semua sumber berasal dari pemerintah

pusat, oleh karena itu pemerintah daerah

diwaiibkan menggali sumber keuangannya

sendiri sesuai dengan perundang-undangan
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yang berlaku. Maka sumber yang dapat
digali diantaranya adalah sektor perpajakan.
Paiak merupakan yuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga dapat dapat dipaksakan dengan
tidak mendapat balas jasa secara langsung.
Sedangkan Pajak dipungut berdasarkan
norma-norma hukum untuk kesejahteraan
umum. Piak tersebut dimanfaatkan oleh
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

Negara demi kepentingan umum. Paiak
Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dipungut oleh
pemerintah daerah untuk digunakan dalam
menunjang otonomi daerah. Pajak daerah
meniadi pendapatan asli daerah yang
diperoleh dari sumber-sumber pendapatan
diwilayah Kota Bandung yang dipungut
berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Pemberian kewenangan kepada daerah
untuk memungut pajak daerah dan retribusi
daerah telah mengakibatkan pemungutan
berbagai ienis paiak daerah dan retribusi
daerah yang berkaitan dengan berbagai
aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan
ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai
sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Dalam pengelolaan
BPHTB masih terdapat beberapa
permasalahan seperti halnya dalam
penerimaan BPHTB di Dinas Pendapatan
Kota Bandung. Disini pajak merupakan
pendapatan Kota Bandung yang sangat
penting untuk mewujudkan pembangunan
yang di canangkan Pemerintah Daerah Kota
Bandung. Mengingat penerimaan BPHTB di
Kota Bandung merupakan salah satu pajak
yang sangat potensial, dikarenakan semakin
meningkatnya kebutuhan masyarakat akan
tanah dan atau bangunan. Maka Kontribusi
BPHTB merpakan sumber PAD yang sangat
diperlukan pemerintah dalam menunjang
pembangunan. Kondisi ini masih banyak
wajib pajak yang tidak melengkapi berkas

IDENTIFIKAST MASALAH DAN RUMUSAN

MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah
dikemukakan pada latar belakang masalah
penelitian dapat diidentifikasikan masalah
sebagai berikut.

7.

Tidak dilampirkannya Surat Keterangan
(SKl dari Dinas Pertanahan;

Tidak dilampirkanya surat keterangan
NJOP tahun berjalan;

Masih ada ditemukan kesalahaan
dalam perhitungan BPHTB dalam SSPD;

Kurangnya Informasi yang disediakan
oleh pihak yang berwenang;

Kurang mengertinya wajib pajak akan
prosedur pemungutan BPHTB;

Standar Operasional Prosedsur
Pemungutan BPHTB yang terlalu
berbelt-belit.

diperparah lagi dengan rendahnya
inovasi dan kemampuan penciptaan
pendanaan di mana dana yang
dihasilkan dari pendapatan asli daerah
masih relatif kecil dengan dana yang
diperoleh dari pemerintah pusat.

Dapat dikatakan bahwa seiak diber-
lakukannya Peraturan Pemerintah No-
mor 58 Tahun 2005 sampai dengan
saat dilakukannya penelitian ini, im-
plementasi kebijakan pengelolaan keu-
angan daerah terhadap bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan di Dinas
Pendapatan di Kota Bandung, belum
memberikan hasil yang optimal teru-
tama dalam mervujudkan transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan

dilaksanakannya kebijakan pengelolaan
keuangan daerah secara baik di Kota
Bandung diharapkan pemerintah dae-
rah Kota Bandung dapat mewuiudkan
transparansi, meningkatkan akuntabili-
tas, dan melibatkan masyarakat dalam
mengelola penerimaan BPHTB di Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung .

pengajuan permohonan pengurangan Berdasarkan permasalahan dan
BPHTB dengan lengkap. diidentifikasikan di atas, maka peneliti

2l
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memfokuskan pada masalah sebagai
berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan
pengelolaan keuangan daerah terhadap
penerimaan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan (BPHTB) di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bandung ?

2. Faktor-Faktor apa yang menjadi ken-

dala berhubungan dengan penerimaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba-

ngunan IBPHTBJ, dalam mewuiudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang

baik" (good governance) ?

MAKSUD PENELTTIAN

Penelitian ini di maksudkan :

1. Untuk mengumpulkan data dan infor-
masi mengenai pengelolaan keuangan

daerah terthadap penerimaan bea per-
olehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTBJ di dinas pendapatan Kota

Bandung .

2. Untuk mencari Kendaia yang berhubun-
gan dengan perhitungan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPH-

TBl, dalam mewujudkan penyelengga-

raan pemerintah yang baik (good gov-

ernance) di Kota Bandung ?

TUIUAN PENELTTTAN

Dengan memperhatikan maksud tujuan
penelitian di atas, maka penelitian ini
bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis
proses implementasi kebijakan penge-

lolaan keuangan daerah terthadap pen-

erimaan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) di Dinas Pen-

dapatan Kota Bandung ,

2. Untuk mengetahui kendala-kendala
yang berhubungan dengan perhitungan

Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), di Dinas

Pendapatan Kota Bandung ?

,',

KEGUNAAN PENELTTTAN

Kegunaan penelitian ini terdiri dari
dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis
(Keilmuan) dan kegunaan praktis (Guna

Laksana).

Adapun kegunaan teoritis yaitu sebagai

berikut.

l. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu
pemerintahan, dan;

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
mengatasi Kendala yang berhubungan
dengan perhitungan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), di
Dinas Pendapatan Kota Bandung ?

Kegunaan Praktis (Guna LaksanaJ:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan dan bahan pertimbangan
bagi pengambilan kebijakan guna
memecahkan masalah publik di bidang
prosedur penerimaan BPHTB pada
Dinas Pendapatan Kota Bandung,

Z. Penelitian ini diharapkan dapat
menambah koleksi bagi perpustakaan
Fakultas Manajemen Pemerintaharg
khususnya Program Studi Keuangan
Daerah di Lembaga Institut
Pemerintahan Dalam Negeri.

KAJIAN PUSTAKA

KoNsEp IMPLEMENTAST KEBT'AKAN PUBLTK

Banyak Pengertian implementasi
kebijakan publik yang diketengahkan
oleh para ahli sangat bervariasi. Dunn
(1992 : 80J, mengemukakan bahwa : "
Implementasi Kebijakan adalah pelaksana

dan pengendalian arah tindakan kebijakan
sampai tercapainya hasil kebijakan ".

Winarno (2007a2143) yang menyatakan
bahwa implementasi kebijakan merupakan
tahap yang krusial dalam proses

kebijakan publik Suatu kebiiakan harus
diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan,
Lebih lanju! Sedangkan Winarno (2007a:
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144) berpendapat bahwa implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian
yang luas, merupakan tahap dari proses

kebijakan segera setelah penetapan
undang-undang. Terkait dengan pendapat

Lester dan Stewart tersebut, maka Winarno
(2007 a: 744-7451 memberi contoh sebagai

berikut:

Misalnya, implementasi dikonsep-
tualisasikan sebagai suatu proses, atau
serangkaian keputusan dan tindakan
yang ditulukan agar keputusan-
keputusan yang diterima oleh Iembaga
legislatif bisa dijalankan.

Salah satu ukuran tercapainya tuiuan
suatu kebijakan adalah pada teknis
operasionalnya, bagaimana implementasi
kebiiakan di lapangan, dikemukakan Wahab
(2001:59J sebagai berikut:

Implementasi kebijakan sesungguhnya

bukanlah sekedar bersangkut paut
dengan mekanisme penjabaran
keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-
saluran birokrasi, melainkan lebih dari
itu, ia menyangkut masalah konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh
apa dari suatu kebijakan.

Implementasi adalah proses memindahkan

suatu keputusan ke dalam kegiatan atau

operasional dengan cara tertentu. Edwards

III (1980 : 1) mengartikan implementasi
sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang

berada antara tahapan penyusunan kebijakan

dan hasil atau konsekuensikonsekuensi
yang ditimbulkan oleh kebijakan (oalpul,

oulcome). Mengacu pada premis di atas,

maka dapat diformulasikan pengertian bahwa

implementasi adalah suatu proses yang

melibatkan sejumlah sumber-sumber yang

di dalamnya termasuk manusia, dana dan

kemampuan organisasional, yang dilakukan

baik oleh pemerintah maupun swasta (individu

dan kelompok) untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat

kebijakan. Jones sebagaimana dikutip Widodo
(2007 : 89) berpendapat bahwa terdapat

tiga macam aktivitas yang terlibat dalam

implementasi kebijaksanaan, yaitu :

7. Orgonizdtton; the establishment or rear-
rangement of resources, units, and meth-
ods for puting a program lnto effect.

2. Interpretation ; the translation of pro-
gram language (often contained in a

statute) into acceptable ond feasible
plans and directives.

3. Aplication ; the routine provision of ser-

vice, payments, or other agree upon pro-
gram objective or instrumens..

Sehubungan itu dapat dinyatakan
bahwa tugas implementasi kebijakan
adalah menjadi penghubung yang

memungkinkan tujuan kebijakan meniadi
hasil dari aktivitas pemerintah. Maka Lane

(1993:94J memperkenalkan beberapa

model implementasi kebiiakan dengan

mengkombinasikan berbagai pendapat
para ahli. Terdapat beberapa model
implementasi yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi sebagai administrasi
yang sempurna fimplementation is

p e rfe ct administr ati o n ).
Model ini merumuskan model
implementasi yang menghasilkan
implementasi kebijakan sebagai

administrasi yang sempurna.
Dalam pelaksanaannya model ini
mensyaratkan adanya struktur
otoritas: hirarki (hierarchy), kepatuhan
(obedience), kendali (control),

dan koordinasi sempurna (perfect

coordination).

2. Implementasi sebagai Manaiemen

Kebif akan (lmplementation as policy

management).

Model implementasi kebijakan sebagai

manajemen kebijakan mengemukakan
kondisi-kondisi yang mempengaruhi
keberhasilan implementatot yaitu
technology, tujuan-tuiuan yang tidak
ambiquity (bermakna gandaJ, Keahlian
(skill); dukungan (support) dan

consensus.

?1
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3. lmplementasi sebagai evolusi

fimplementasi as Ev olution)

Model ini memperkenalkan teori pros-

es implementasi sebagai redefinisi dari

objectives [tuluan) dan reinterprestasi

dari outcomes, itulah evolusi. Konsep

evolusi dari implementasi berimplikasi

bahwa proses implementasi tidak da-

pat secara sederhana dipisahkan dari

tahapan-tahapan dari perumusan ke'

biiakan, objectives dan outcomes' Hal

ini menunjukkan bahwa implementasi

adalah tanpa akhir (endless). Implemen-

tasi akan selalu berevolusi, tidak dapat

dihindari merupakan reformulasi seba-

gaimana juga pelaksanaan kebijakan.

Implementasi sebagai pembelalaran

(lmplementation as I earning ).

lmplementasi dimodelkan sebagai

suatu proses pebelajaran tanpa akhir

(an endless learning process) di mana

implementator melalui proses pen-

carian yang kontinyu muncul dengan

fungsi tuiuan yang telah diperbaiki dari

teknologi program yang lebih dapat di-

andalkan. Tidak ada suatu akhir yang

alamiah dari proses implementasi kebi-

jakan, karena masing'masing tahapan

berarti suatu perbaikan dalam kaitan

dengan tahaPan terdahulu, di mana

berdasarkan perubahan waktu, tujuan-

tuiuan asli sudah ditransformasikan'

Implementasi sebagai struldur
(l mp I e menta tion as S Lructure).

Struktur implementasi terdiri atas him-
punan dari anggota-anggota di dalam

organisasi yang melihat program seba-

gai kepentingan umum mereka. Secara

ielas, struktur implementasi meliputi

kumpulan para aktoq yaitu unit-unit
yang melaksanakan program-program.

6. Implementasi sebagai outcome

(impl em entdtio n a s O utco m e ).

lmplimentasi yang dinyatakan sebagai:

"Putting policy into eJfect" fienekankan
pada pengertian implementasi sebagai

outcome.

7. Implementasi sebagai suatu perspektif
(i mpt ementation as PersPektive)

Dalam model ini diperlukan mengambil

perspektif khusus sebagai titik awal

untuk eksekusi kebiiakan. Yang disebut

perspektif implementasi disini adalah

suatu jenis ilmu administrasi yang

bersifat praktis.

8. Implementasi sebagai Pemetaan Bagian

Belakang (implementation as Backward

Mapping).

Proses implementasi melibatkan se-

iumlah partisipan. Analisis implemen-

tasi sebenarnya membutuhkan Per-
hatian yang lebih difokuskan kepada

pihak-pihak yang bertanggung iawab
untuk menghasilkan outcomes pada ba-

sis kegiatan hari per hari (day-to'day

basis).

9. lmplementasi sebagai Simbolisme

(implem enta ti on as SYmbolism)

Studi-studi Proses imPlementasi

menyatakan bahwa tidak hanya imple-

mentor yang daPat menolak Peruba-
han atau pendekatan bahwa tuiuan dan

program menurut interprestsi mereka,

tetapi juga pembuat kebiiakan [pollcy
maker) dapat menganggap penting atau

menguntungkan untuk mengakibatkan

eksekusi kebijakan. Hal ini menuniu-

kan bahwa proses implementasi meru-

pakan suatu simbolisme secara politik
(p ol i ti cal sy mb o Ii sm ).

10. Implementasi sebagai Bermakna Ganda

(implementation ds Am b iqui ry ).

Implementasi kebilakan akan mengala-

mi kegagalan (side but implementqtion

deficit) b,rkan karena adanya gap anta-

ra pembuatan kebijakan yang rasional

dengan implementasi kebiiakan yang

tidak semPurna, tetapi karena f"the
Loosences of PolicY"),

11. Implementasi sebagai Kondisi [irnple'
mentation as implementatlon coalition

As coalitionl.
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Proses implementasi berbagai orga-
nisasi publik dan private yang sharing
keyakinan dan yang berusaha untuk
merealisasikan tujuan-tujuan umum
mereka. Dalam model ini implementasi
dipahami sebagai proses iangka pan-
jang di mana koalisi (priuate dan pub-
lik) berinteraksi dan belajar tentang
teknologi dan outcome program,

IMPLEMENTASI Kf,BIIAKAN MENURUT
GEoRGE C, EDWARDS III

Dalam penulisan ini, penulis
menggunakan teori yang dikembangkan
oleh Edwards lll sebagai alat analisis untuk
meniawab rumusan masalah mengapa
implementasi kebijakan peraturan
pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah belum optimal
dapat mewuiudkan penyelenggaraan
pemerintah-an yang baik. Sedangkan
Edwards III [1980: 1) menyatakan studi
implementasi kebijakan adalah krusial bagi
public administration dan public policy.
Dalam mengkaji implementasi kebijakan,
Edwards III (1980: 9J mulai dengan mengaiu
dua buah pertanyaan, yaitu: prakondisi-
prakondisi apa yang diperlukan sehingga
suatu implementasi kebijakan berhasil?.
Untuk meniawab pertanyaan tersebut di
atas Edwards Ill (1980: 10) mengemukakan
bahwa terdapat 4 (empat) faktor atau
variabel kritis dalam implementasi
kebijakan publilq yaitu: "komunikasi,
sumber daya, sikap kecenderungan dan
struktur birokrasi".

Karena keempat faktor di atas yang
berpengaruh terhadap implementasi
kebiiakan bekerja secara simultan dan
berinteraksi satu sama lain untukmembantu
dan menghambat implementasi kebijakan,
maka pendekatan yang ideal adalah dengan
cara merefleksikan kompleksitas ini dengan
membahas semua faktor tersebut sekaligus.
Untuk memahami suatu implementasi
kebijakan perlu merinci penjelasan-
penjelasan tentang implementasi dalam
komponen-komponen utama.

KoMUNTKAST (co M M u N r cAT I o N)

Agar implementasi dapat efektif,
siapapun yang bertanggung jawab
untuk mengimplementasikan sebuah
keputusan harus mengetahui apa yang
harus mereka lakukan. Pemerintah untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
harus di transmisikan kepada personil
yang tepat dan perintah tersebut harus
jelas, akurat dan konsisten. Dalam konteks
implementasi kebijakan, menurut Edwards
III (1980:17), dalam komunikasi terdapat 3

(tiga) aspek yang penting, yaitu : transmisi,
kejelasan, dan konsistensi.

) Transmisi(Transmission)
Sebelum pejabat dapat mengimplemen-

tasikan suatu keputusan, ia harus menya-
dari bahwa suatu keputusan telah dibuat
dan suatu perintah untuk pelaksanaannya
telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan
yang timbul dalam mentransmisikan perin-
tah-perintah implepentasi. Pertama, per-
tentangan pendapat antara para pelaksana
dengan perintah yang dikeluarkan oleh
pengambil kebijakan (disagreement of im-
plementers). Kedua, distorsi yang dapat dit-
imbulkan karena informasi melalui banyak
lapisan hirarki birokrasi (distortion may
arise as information passes throggh mul-
tiple layers of the bureaucratic hierarchy).
Ketiga, penangkapan komunikasi-komuni-
kasi mungkin dihambat oleh persepsi yang
selektif dan ketidakmauan para pelaksana
untuk mengetahui persyaratan-persyaratan
suatu kebijakan (implementers selective per-
ception and disinclination to know about d
p o li cy's r equirem ents).

a. Kejelasan (Clarity)

Jika kebijakan-kebijakan akan diim-
plementasikan sebagaimana yang di-
inginkan, maka petunjuk-petunjuk
pelaksanaan tidak hanya harus diterima
tetapi juga harus jelas (cleor). Edwards
lll (1980: 26) mengidentifikasi terdapat
6 (enam) faktor yang mendorong
terjadinya ketidakjelasan komunikasi
kebijakan yaitu:


